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RINGKASAN
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KERJA JANGKA WAKTU TERTENTU TERHADAP KARYAWAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

(Studi di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cab. Mataram)

Penyusun : | Gusti Agung Dena Sari Dewi

Pembimbing : Any Suryani Hamzah, dan

Rahmawati Kusuma.

Dalam penyusunan skripsi ini dilatar belakangi dengan seiring
perkembangan kehidupan manusia merupakan suatu kelengkapan yang
berkaitan dengan kebutuhan hidup yang layak, salah satunya yaitu dalam hal
pekerjaan guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kesejahteraan para
pekerja perlu diperhatikan agar kedua belah pihak baik pihak tidak ada yang
merasa dirugikan. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan undang-
undang ketenagakerjaan untuk memberikan suatu perlindungan hukum
terhadap para pekerja. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah akan memberikan
kesempatan kepada pekerja untuk menikmati dan merasakan kemakmuran bagi
hidupnya.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan penyebaran penduduk
yang kurang seimbang, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tentang
masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Tenaga kerja sangat mempengaruhi
pada kemajuan perusahaan, kedudukan tenaga kerja sebagai pelaku
pembangunan mempunyai peran dalam peningkatan produktifitas serta
kesejahteraan perusahaan harus diberdayakan sehingga suatu perusahaan
mampu bersaing dalam era global.

Salah satu fungsi Perjanjian Kerja adalah untuk menegaskan hak dan
kewjiban para pihak secara individual. Kewajiban dari pihak pekerja menjadi
hak dari pihak pengusaha dan sebaliknya. Kewajiban pengusaha adalah seperti
membayar upah, memberi waktu istirahat dan hari libur resmi, mengatur
tempat kerja dan alat kerja, bertindak sebagai pengusaha yang baik, serta
memberi surat keterangan. Sedangkan kewajiban dari pekerja adalah seperti
melakukan pekerjaan, menaati tata tertib perusahaan, dan bertindak sebagai
pekerja yang baik. Adapun manfaat dari perjanjian kerja adalah untuk
menjelaskan secara rinci persetujuan antara perusahaan dengan pekerja, serta
agar perusahaan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap pekerja dan tidak
merugikan satu sama lain. Selain itu jaminan sosial juga berperan penting bagi
para pekerja karena merupakan suatu jenis perlindungan kerja yang berkaitan
dengan usaha-usaha untuk menjaga atau menjamin penghasilan para pekerja.

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi pokok permasalahan
adalah bagaimana ketentuan pelaksanaan atau penerapan perjanjian kerja
waktu tertentu pada karyawan dan bagaimana perlindungan hukum bagi
karyawan di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
penerapan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Lotte Shopping Indonesia
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(Lotte Grosir) Cabang Mataram dan untuk mengetahui bagaimana
perlindungan hukum bagi karyawan di perusahaan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan
menggunakan  metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual dan pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber data dalam penelitian
ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Data Primer diperoleh dengan
metode wawancara sesuai dengan bahan penelitian dari responden atau pihak-
pihak terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu, dan Data Sekunder yaitu
data yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, literatur-
literatur dan juga bahan hukum tersier sedangkan data tersier seperti kamus
hukum dan ensiklopedia.

Pengaturan dan kebijakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menurut
hasil penelitian penyusun, perlindungan hukum perjanjian kerja waktu tertentu
terhadap para pekerja di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang
Mataram pada dasarnya dalam pelaksanaan sudah berjalan secara optimal
mulai dari kepersertaan BPJS, perlindungan upah, serta perlindungan
keselamatan kerja dan kesehatan kerja. mengenai kebutuhan alat kerja dan
asuransi tambahan diluar BPJS juga ditanggung oleh perusahaan, maka dari itu
dapat dikatakan bahwa PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang
Mataram sudah menerapkan perlindungan hukum bagi karyawannya sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang
Ketenagakerjaan.

Akan tetapi masih ada aturan yang kurang sejalan dengan Peraturan
Mentri Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini terkait dengan pembagian premi
dalam iuran BPJS pada Pasal 3 poin 1 huruf ¢ dalam surat perjanjian kerja,
karena sedikit menyalahi aturan, serta pembaharuan aturan terbaru mengenai
ketentuan kompensasi didalam surat perjanjian kerja waktu tertentu PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram harus segera dilaksanakan
agar ada bukti kententuan tersebut berlaku secara sah didalam perusahaan.

Apabila terjadi permasalahan antara PT. Lotte Shopping Indonesia
(Lotte Grosir) Cabang Mataram dengan pekerja waktu tertentu harus secara
cepat diselesaikan secara musyawarah mufakat agar produktivitas kerja selalu
terjaga dan harmonis.
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FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari perjanjian
kerja jangka waktu tertentu dipusat perbelanjaan besar yang ada di Kota Mataram
yaitu PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram dan untuk
mengetahui perlindungan hukum terhadap karyawan kerja waktu tertentu di PT.
Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram. Jenis penelitian ini
ialah penelitian hukum normatif empiris. Dengan menggunakan metode
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan
sosiologis. Hasil penelitian mengungkap bahwa bentuk perjanjian kerja waktu
tertentu antara PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram
dengan para pekerja adalah perjanjian secara tertulis, yang dimana dalam
perjanjian kerja ini melalui sebuah proses awal mulai dari sebuah perbincangan
secara lisan. Perlindungan hukum terhadap pekerja waktu tertentu di PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram bertanggung jawab untuk
menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa
diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Kata Kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perlindungan Hukum, Karyawan.

LEGAL PROTECTION IN IMPLEMENTING EMPLOYMENT CONTRACT
FOR UNSPECIFIED PERIOD OF TIME BASE ON THE LAW NO. 11 OF
2020 CONCERNING JOB CREATION

(Study At PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Branch of Mataram)

This research aims to find out the implementation of contract for unspecified
period of time at huge shopping center in Mataram City and to know legal
protection against Workers with Contract for Unspecified Period of Time at PT.
Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Branch of Mataram. The method of this
research is normative-empirical legal research using statute, conceptual, and
sociological approaches. The result of this research experienced that contract for
unspecified period of time between PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir)
Branch of Mataram and the Employees are created in written contract, which the
employment contract is thorough a mechanism, starting from negotiation. Legal
protection to employees with unspecified period of time at PT. Lotte Shooping
Indonesia (Lotte Grosir) Branch of Mataram liable to guarantee of basic rights,
equality and non-discrimination of workers to construct of employees welfare.



Key Words: Contract, Unspecified Period of Time, Legal Protection, Employees
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia yang merupakan
suatu kelengkapan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang layak,
melihat tuntutan untuk hidup yang layak tersebut tentunya masing-masing
individu mempunyai kebutuhan hidup salah satunya yaitu dalam hal
pekerjaan guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Sebagai seorang yang melakukan pekerjaan tentunya mempunyai hak
yang sama dalam hukum maupun menikmati manfaaat secara ekonomis.
Kesejahteraan para pekerja perlu diperhatikan agar kedua belah pihak baik
pihak perusahaan maupun pekerja tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam
hal ini pemerintah telah mengeluarkan undang-undang ketenagakerjaan untuk
memberikan suatu perlindungan hukum terhadap para pekerja. Salah satu hal
yang menjadi tujuan dan menjadi kewajiban pemerintah adalah memberikan
penghidupan yang layak bagi para pekerja. Hal tersebut berarti bahwa
pemerintah akan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menikmati
dan merasakan kemakmuran bagi hidupnya.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan penyebaran
penduduk yang kurang seimbang, merupakan faktor yang sangat
mempengaruhi tentang masalah ketenagakerjaan di tanah air Indonesia.
Tenaga kerja sangat mempengaruhi pada kemajuan perusahaan, kedudukan

tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan mempunyai peran dalam



peningkatan produktifitas serta kesejahteraan perusahaan harus diberdayakan
sehingga satu perusahaan mampu bersaing dalam era global, dalam
pembangunan nasional tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang
sangat penting sebagai pelaku dalam tujuan pembangunan.

Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda disebut
Arbeidsoverenkoms, mempunyai pengertian sebagai berikut, Peraturan
Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
Pasal 1 angka 9 memberikan pengertian yakni:

“Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan

Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak,

dan kewajiban para pihak.”

Salah satu fungsi Perjanjian Kerja adalah menegaskan hak dan
kewjiban para pihak secara individual. Perjanjian Kerja berisi pertukaran hak
dan kewajiban dari Pengusaha dan Pekerja. Kewajiban dari pihak pekerja
menjadi hak dari pihak Pengusaha, dan sebaliknya kewajiban Pengusaha
menjadi hak dari pekerja. Kewajiban Pengusaha adalah seperti membayar
upah, memberi waktu istirahat dan hari libur resmi, mengatur tempat kerja
dan alat kerja, bertindak sebagai pengusaha yang baik, serta memberi surat
keterangan. Sedangkan kewajiban dari pekerja adalah seperti melakukan
pekerjaan, menaati tata tertib perusahaan, dan bertindak sebagai Pekerja yang
baik.

Adapun manfaat dari perjanjian kerja adalah untuk menjelaskan

secara rinci persetujuan antara perusahaan dengan pekerja, memuat hak dan



kewajiban antara perusahaan dengan pekerja, agar perusahaan tidak bertindak
sewenang-wenang terhadap pekerja, dan agar tidak merugikan satu sama lain.

Selain itu jaminan sosial juga berperan penting bagi para pekerja
karena merupakan suatu jenis perlindungan kerja yang berkaitan dengan
usaha-usaha untuk menjaga atau menjamin penghasilan para pekerja,
termasuk dalam hal para pekerja tidak masuk bekerja karena ada kendala
diluar kehendaknya.

Menurut Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya mengenai perlindungan
hukum vyang berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia agar
kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan secara
professional dan hukum yang telah dilanggar harus ditegakan melalui
penegakan hukum.

Dalam buku Ike Farida menyebutkan bahwa, agar suatu perjanjian
dapat dikatakan sah secara hukum dan dapat dilaksanakan serta berlaku
sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya maka harus

memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:*

Kesepakatan (antara para pihak);
. Cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
c. Dilakukan karena suatu hal tertentu, dan
d. Dilakukan untuk sebab yang halal.

o o

B. Rumusan Masalah

! ke Farida. Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsourcing,
Sinar Grafika, 2019, him. 36



Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis akan

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum karyawan kerja waktu tertentu di PT.

Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram ?

2. Bagaimana penerapan perjanjian kerja waktu tertentu pada karyawan

di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka pada hakekatnya

penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

a.

Untuk mengetahui perlindungan hukum karyawan kerja waktu
tertentu di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Mataram.

Untuk mengetahui penerapan perjanjian kerja waktu tertentu pada
karyawan di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Mataram.

2. Manfaat Penelitian

a.

Manfaat Akdemis

Manfaat secara akademis dari penelitian ini untuk mengetahui
salah satu persyaratan guna mencapai kebulatan studi strata satu
(S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan
dibidang hukum Perdata khususnya dalam hal Ketenagakerjaan,
serta memberikan sumbangan refrensi bagi pengembangan ilmu
hukum yaitu hukum Perdata dan hukum Ketenagakerjaan.

Manfaat Praktis

Secara praktis agar dapat mengetahui perlindungan hukum dalam

implementasi perjanjian kerja waktu tertentu dan mengetahui



D.

bagaimana penerapan perjanjian kerja waktu tertentu pada
karyawan di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Mataram.

Ruang Lingkup Peneliatian

Ruang lingkup penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana bentuk
perlindungan dalam implementasi perjanjian kerja jangka waktu tertentu
karyawan PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) cabang Mataram dan
untuk menjelaskan penerapan hak dan kewajiban apa saja yang ada didalam
perjanjian kerja karyawan PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir)

cabang Mataram.

E. Orisinalitas Penelitian

NO NAMA JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN
1. | RA Aisyah | Perlindungan | Titik persamaan | Perbedaan mendasar dari
gg::riwatasari, Hukum Bagi | pada penelitian | penelitian R A Aisyah Putri
Fakultas Pekerja ini adalah sama- | Permatasari membahas
U:J]:(\;Jerps’itas Kontrak sama membahas | mengenai perlindungan hukum
Airlangga, | Yang Di mengenai bagi pekerja kontrak yang di
ggia;.)zaya, PHK Saat perlindungan PHK, yang lebih spesifiknya
Masa hukum pekerja. | saat kontrak pekerja tersebut
Kontrak masih berlangsung dan pada
Sedang dasar hukum yang berbeda
Berlangsung. sedangkan penulis membahas
tentang perlindungan dalam
implementasi perjanjian kerja
jangka waktu tertentu terhadap
karyawan PT. Lotte Shopping

2018.

2R A Aisyah Putri Permatasari, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Yang Di
PHK Saat Masa Kontrak Sedang Berlangsung, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya,




Indonesia (Lotte Grosir)
cabang Mataram Berdasarkan
Undang-Undang Cipta Kerja.

2. | Suhartoyo, | Perlindungan | Titik persamaan | Terdapat perbedaan dalam
Eﬁ(ﬂ:ﬁ? Hukum pada penelitian | penelitian yang diteliti oleh
Upiversitas Mengenai ini ialah Suhartoyo dengan penulis ialah
F)S'E?nnai%?g Pengupahan | membahas dalam penelitian tersebut
2020.° Terhadap tentang membahas mengenai

Pekerja/Buru | perlindungan perlindungan hukum terhadap

h Dengan terhadap pekerja | pengupahan pekerja kontrak

Perjanjian dalam perjanjian | waktu tertentu saja dan di

Kerja Waktu | kerja waktu bagian dasar hukum yang

Tertentu. tertentu. berbeda, sedangkan penulis
membahas tentang
perlindungan dalam
implementasi perjanjian kerja
jangka waktu tertentu terhadap
karyawan PT. Lotte Shopping
Indonesia (Lotte Grosir)
cabang Mataram.

3. | Shinta Perlindungan | Titik persamaan | Perbedaan dalam penelitian
g;rTala Hukum Bagi | pada penelitian | yang diteliti oleh Shinta
Fakultas Pekerja ini ialah Kumala Sari dengan penulis
Ulrjlwerps:itas Dalam membahas ialah dalam penelitian tersebut
Sebelas Perjanjian tentang membahas mengenai
%alrfj[i Solo, Kerja Waktu | perlindungan perlindungan hukum terhadap

® Suhartoyo, Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan terhadap Pekerja/Buruh
Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

2020.

* Shinta Kumala Sari, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) di CV. Shofa Marwah, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Solo, 2011.




Tertentu
(PKWT) di
CV. Shofa

Marwah

hukum
perjanjian kerja

waktu tertentu.

pekerja waktu tertentu saja
serta lokasi penelitian dan
dasar hukum yang berbeda,
sedangkan penulis membahas
tentang perlindungan dalam
implementasi perjanjian kerja
jangka waktu tertentu terhadap
karyawan PT. Lotte Shopping
Indonesia (Lotte Grosir)

cabang Mataram.




BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja merupakan suatu sarana untuk terjadinya hubungan
hukum antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam suatu hubungan
kerja. Mengenai hubungan kerja sudah diuraikan pada bagian terdahulu.
Oleh karena itu, dalam bagian ini akan diuraikan mengenai perjanjian

kerja.

Mengenai perjanjian kerja ini berbagai istilah dijumpai dalam
berbagai kepustakaan terdahulu. Soebakti menyebutkan tentang perjanjian
perburuhan yang sejati, menurut beliau perjanjian perburuhan yang sejati

mempunyai sifat — sifat khusus sebagai berikut:’

1. la menerbitkan suatu hubungan yang diperatas, yaitu hubungan
antara buruh dan majikan, berdasarkan mana pihak yang satu
berhak memberikan perintah-perintah kepada pihak yang lain
tentang bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya;

2. Selalu diperjanjikan suatu gaji atau upah, yang lazimnya berupa
uang, tetapi ada juga yang (sebagian) berupa pengobatan dengan
percuma, kendaraan, makan, penginapan, pakaian, dan lain
sebagainya;

3. la dibuat untuk suatu waktu tertentu atau sampai diakhiri oleh
salah satu pihak.

> Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Terori dan
Praktik di Indonesia, Prenada Media, Jakarta Timur, 2019, him. 69



2. Asas-Asas Perjanjian

Karena perjanjian merupakan salah satu cara terbentuknya perikatan,
maka tentunya asas-asas dalam perikatan berlaku pula sebagai asas-asas
perjanjian. Namun dari berbagai literatur dijumpai asas-asas perjanjian,
yaitu:®

1. Asas Kepribadian : suatu asas yang menyatakan seseorang hanya
boleh melakukan perjanjian untuk dirinya sendiri.

2. Asas Konsensualisme : suatu kontrak sudah sah dan mengikat
Ketika tercapai kata sepakat, selama syarat-syarat lainnya sudah
terpenuhi.

3. Asas Kebebasan Berkontrak artinya para pihak bebas membuat
kontrak dan menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang
tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum dan
kebiasaan dan didasari atas itikad baik. Dengan demikian asas ini
mengandung makna bahwa kedua belah pihak bebas dalam
menentukan isi perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundangan. Karena
adanya asas kebebasan berkontrak ini maka dalam praktik ini
timbul jenis-jenis perjanjian yang pada mulanya tidak diatur
dalam KUHPerdata. Jenis perjanjian inilah yang diatas disebut
perjanjian innominatif yang pada umumnya timbul dalam
kegiatan bisnis.

4. Asas Pacta Sunt Servanda : suatu kontrak atau perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak
yang membuatnya.

5. Asas ltikad Baik : Itikad baik berarti keadaan batin para pihak
dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka,
dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh
dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau
menutupi keadaan sebenarnya.

3. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja

® Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Aspek Hukum Perjanjian Kerja Bersama,
Sanabil, Mataram, 2019, him. 67
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Dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa:
“Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan
Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat Kkerja,
hak, dan kewajiban para pihak.”
Ada tiga hal pokok yang wajib dalam perjanjian kerja, yaitu syarat-
syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Syarat-syarat perjanjian kerja terbagi menjadi tiga, yaitu:
1) Syarat Subjektif
Syarat subjektif merupakan syarat mengenai subjek
perjanjian yang terdiri atas kesepakatan antara kedua belah pihak
dan cakap melakukan perbuatan hukum.
a) Subjek Perjanjian
Dalam sebuah perjanjian, para pihak yang bersepakat
dalam sebuah perjanjian akan saling menyetujui hak dan
kewajiban masing-masing. Sepakat artinya konsensus murni.
Apa yang menjadi hak pihak yang satu akan menjadi
kewajiban pihak yang lain, demikian juga sebaliknya. Dalam
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata), sebuah persetujuan dinyatakan sah jika memenuhi
empat syarat, sebagai berikut:’

(a) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya.

’ Tim Visi Yustisia, Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak, PT. Visimedia Pustaka
(Anggota IKAPI), Jakatra Selatan, 2016, him. 3.
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(b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
(c) Suatu pokok persoalan tertentu.
(d) Suatu sebab yang tidak terlarang.

2) Syarat Objektif
Syarat objektif merupakan syarat mengenai objek
perjanjian. Syarat objektif ada dua, yaitu adanya pokok persoalan
tertentu (dalam hal ini pekerjaan) dan karena suatu sebab yang
tidak terlarang.
3) Syarat Teknis
Syarat teknis sebuah perjanjian kerja terdiri atas dua hal,
yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam membuat perjanjian
kerja akan menjadi tanggung jawab pengusaha serta para pihak
(pekerja dan pemberi kerja) mendapatkan masing-masing satu buah
perjanjian kerja yang memiliki kekuatan hukum yang sama.
Umumnya, perusahaan telah membuat satu draf untuk masing-
masing posisi yang dibutuhkan. Hal ini karena tidak mungkin
perusahaan membuat satu perstu perjanjian dengan calon pekerja.
Biasanya, calon pekerja akan diminta mempelajari draf perjanjian
kerja tersebut.
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu



12

Pengertian perjanjian kerja waktu tertentu yang umum, dapat
dijumpai dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Pasal 1 angka

10 yang berbunyi:

“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat
PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan
Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu
tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.”

Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang
didasarkan pada suatu pekerjaan yang penyelesaian dapat diperkirakan,
Adapun jenis-jenis dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai

berikut :8

a) Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya

b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu tidak
terlalu lama

c) Pekerjaan yang bersifat musiman

d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan

e) Pekerjaan yang jenis atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Jangka Waktu
Kontrak

Jangka waktu perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu
bagi hubungan kerja yang dibatasi jangka waktu berlakunya, dan waktu
tidak tertentu bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu
berlakunya atau selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja yang dibuat

untuk waktu tertentu lazimnya disebut dengan perjanjian kerja kontrak

® Zaeni Asyhadie dan Lalu Hadi Adha, Perlindungan Kerja Nasional Pasca BPJS,
Sanabil, Mataram, 2019, him. 4
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atau perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerjanya adalah pekerja tidak
tetap atau pekerja kontrak. Sedangkan perjanjian kerja tetap dan status
pekerjanya adalah pekerja tetap.’

Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu harus dibuat
secara tertulis. Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin atau
menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan berakhirnya
kontrak kerja. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak boleh
mensyaratkan adanya masa percobaan.’® Masa percobaan adalah masa atau
waktu untuk menilai kinerja, kesungguhan, dan keahlian seorang pekerja,
biasanya lama masa percobaan adalah 3 (tiga) bulan, dalam masa
percobaan pengusaha dapat mengakhiri hubungan kerja secara sepihak
(tanpa ijin dari pejabat yang berwenang). Ketentuan yang tidak
memperbolehkan adanya masa percobaan dalam perjanjian pekerjaan
dalam jangka waktu tertentu tersebut karena perjanjian kerja berlangsung
relatif singkat.

Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Undang-
Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang ketenagakerjaan yang lebih
tepatnya pada Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja jangka waktu dapat dibuat untuk paling lama
5 tahun, apabila jangka waktu berakhir dan pekerjaan belum selesai, maka

dapat dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Jangka Waktu Tertentu

° Broto Suwiryo, Hukum Ketenagakerjaan (Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial Berdasarkan Asas Keadilan), LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017, him.78
% Broto Suwiryo, Ibid, him.78
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dengan jangka waktu yang sesuai kesepakatan antara pengusaha dan
pekerja. Ketentuannya jangka waktu keseluruhan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu beserta perpanjangan kontrak tidak melebihi 5 tahun.

Dalam buku Jimmy Joses Sembiring mengatakan bahwa aturan
sebelumnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maksimal jangka waktu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua)
tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun.*

3. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Sebuah perjanjian kerja terjadi ketika ada perjanjian kerja antara
pemberi kerja dan pekerja. Mengenai perjanjian kerja waktu tertentu
dijelaskan dalam buku Mas Muanam dan Ronald Saija sebagai berikut:
“Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja dan
pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau

untuk pekerjaan tertentu.”*?

Sejumlah persyaratan berikut yang diberikan Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 52 Ayat (1) menjadi dasar

keabsahan yuridis bagi perjanjian kerja:*?

a. Kesepakatan kedua belah pihak;
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

! Jimmy Joses Sembiring. Hak dan Kawajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru,
Visimedia, Jakarta Selatan, 2016, him. 7

!> Mas Muanam dan Ronald Saija. Rekontruksi Kontrak Kerja Outsourching di
Perusahaan, Deepublish, Yogyakarta, 2019, him. 53

3 Ahmad Rizki Sridadi. Pedoman Perjanjian Kerja Bersama, Cet. 2, Empatdua Media,
Malang, 2016, him. 20
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d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja yang dibuat bertentangan dengan poin a dan b
dapat dibatalkan, sedangkan perjanjian kerja yang dibuat bertentangan
dengan poin ¢ dan d batal demi hukum. Segala hal yang diperlukan bagi
pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi
tanggung jawab pemberi kerja. Hal ini disebut syarat materil perjanjian
kerja dan juga aturan tersebut tidak ada pembaharuan dalam Undang-

Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan.

Kebijakan Pengupahan Perjanjian Pekerja Waktu Tertentu

Hak pekerja atas upah timbul pada saat terjadi suatu hubungan kerja
antara pekerja dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya
hubungan kerja, kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu
upaya mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan.

Kebijakan pengupahan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2)
Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai

berikut:

Upah minimum;

Struktur dan skala upah

Upah kerja lembur

Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan
karena alasan tertentu;

Bentuk dan cara pembayaran upah

Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan

oo

—h @
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g. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan
kewajiban lainnya.

Berbeda dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang tidak
mengatur mengenai uang kompensasi saat terjadinya pemutusan hubungan
kerja, aturan tersebut sekarang telah tertulis didalam Peraturan Pemerintah
No. 35 tahun 2021 mengatur syarat, teknis, dan nilai uang kompensasi.
Bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan berhak menerima uang
kompensasi sebesar 1 (satu) bulan upah. Kalau bekerja kurang atau lebih
dari satu tahun maka uang kompensasi dihitung secara proporsional

dengan rumus masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021, pekerja yang
berhak menerima uang kompensasi adalah pekerja Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan dan
hak pekerja memperoleh uang kompensasi muncul setelah waktu

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir.

Sementara itu, mengenai waktu kerja di dalam buku Wily Farianto
berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa

hanya membatasi waktu maksimal kerja sebagai berikut:**

a. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1

minggu.

“ Willy Farianto. Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja: Hubungan Kerja
Kemitraan & Keagenan, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019, him. 50
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b. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1

minggu.

Mengenai hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 81 poin 21 untuk
ketentuan waktu kerja maksimal pada Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang
Cipta Kerja Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan dan tidak ada perubahan

aturan waktu kerja yang ditentukan.

. Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 35
Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan

bahwa:

“Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan
Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai
unsur pekerjaan, Upah, dan perintah.”

Hubungan Kkerja tersebut dituangkan ke dalam suatu bentuk
perjanjian atau kontrak. Dalam melaksanakan hubungan kerja tersebut
terkadang terjadi suatu perselisihan antara pekerja dengan pengusaha.
Apabila hal tidak bisa diselesaikan dengan baik akan menimbulkan sesuatu
yang tidak diharapkan seperti pemutusan hubungan kerja yang selanjutnya

disebut PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja.

Terjadinya pemutusan hubungan kerja akan membawa dampak yang
berat bagi para pekerja terlebih lagi apabila pemutusan hubungan kerja

tersebut dilakukan pihak pemberi kerja sebelum berakhirnya masa kontrak
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kerja seorang pekerja, khususnya yang terjadi dalam perjanjian kerja
waktu tertentu. Hal inilah yang tidak jarang akan menimbulkan konflik
antara para pekerja dengan pemberi kerja. Maka dari itulah dalam
menjalani pemutusan hubungan kerja, pihak-pihak yang bersangkutan
yaitu pemberi kerja dan pekerja/buruh harus benar-benar mengetahui hal-
hal terkait dengan ketentuan mengenai pemutusan hubungan Kkerja,
sehingga tidak terjadi ketimpangan antara hak dan kewajiban antara

pekerja dengan pengusaha.

Akan tetapi berbeda halnya dengan berakhirnya perjanjian kerja
tentu saja tidak bisa disamakan dengan pemutusan hubungan Kerja,
meskipun sama-sama akan mengakibatkan pekerja jadi berhenti bekerja.
Pemutusan kerja bisa terjadi karena suatu hal yang disengaja dilakukan,
tetapi berakhirnya perjanjian kerja ini bisa terjadi karena suatu hal yang
sudah diketahui, dan bisa juga karena sesuatu hal yang tidak terduga dan

tidak dikehendaki.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang
Ketenagakerjaan pada Pasal 81 poin 16 merubah bunyi Pasal 61 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian

kerja akan berakhir apabila:

Pekerja/buruh meninggal dunia;

Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

Selesainya suatu pekerjaan tertentu;

Adanya putusan pengadilan dan atau putusan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

oo
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e. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Perjanjian kerja tidak akan berakhir karena meninggalnya pengusaha
atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan,
pewarisan, atau hibah. Dalam hal ini terjadi pengalihan perusahaan, hak-
hak pekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan

lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja.

Ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan tidak mengalami perubahan dalam Undang-
Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan ketentuan
tersebut membahas hal apabila salah satu pihak yang mengakhiri
hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam
perjanjian kerja waktu tertentu, pihak yang mengakhiri hubungan kerja
diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah
pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian
kerja. Namun apabila dalam perjanjian kerja waktu tertentu ada ketentuan
yang mengatakan ‘“Pengusaha berhak melakukan pemutusan hubungan
kerja bilamana pekerja dianggap tidak memenuhi kinerja yang diharapkan
dan pengusaha tidak wajib membayar sisa kontrak yang berjalan”, dengan
melihat ketentuan tersebut mengenai bagaimana jika salah satu pihak
mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian kerja jangka waktu

tertentu berakhir, ini berarti ketentuan pada perjanjian kerja waktu tertentu
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tersebut pada dasarnya menyimpangi ketentuan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penyimpangan dalam perjanjian memang dapat dilakukan karena ada
yang dinamakan asas kebebasan berkontrak, yang mana para pihak dapat
menentukan sendiri isi perjanjian, akan tetapi kebebasan tersebut tetap
dibatasi. Dalam kebebasan berkontrak orang pada asasnya dapat membuat
perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga asal tidak bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum. Namun
seorang pekerja yang diberhentikan berhak untuk menentang
pemberhentiannya bila ternyata pemberhentian itu tidak beralasan, melalui
suatu cara pengadilan dan jika perlu melalui pengadilan dan atau suatu
badan arbitrase atau badan yang tidak memihak ataupun suatu badan
kerjasama yang berwenang memeriksa dan mengambil putusan terhadap

soal yang dijadikan alasan pemberhentian tersebut.

Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja 2020 tentang
Ketenagakerjaan ada aturan baru yang berlaku diantara Pasal 61 dan Pasal
62 disisipkan satu pasal, hal tersebut tertuang dalam Pasal 81 Poin 17 yang
menambahkan Pasal 61A Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020

tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa:

(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c,
pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/
buruh.
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(2) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa Kerja
pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Hak akibat pemutusan hubungan kerja dalam Peraturan Pemerintah

No. 35 Tahun 2021 mengatur tentang hak para pekerja apabila perusahaan

memutus kontrak perjanjian kerja waktu tertentu dengan alasan tertentu

yang jelas dari perusahaan sebelum perjanjian kerja waktu tertentu tersebut

belum berakhir dengan melakukan kewajiban pemberian uang kompensasi.

Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan

Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,

Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan

Kerja menyebutkan bahwa:

(1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha
wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan
masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya
diterima.

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)

masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan
Upah;

masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2
(dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah;

masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3
(tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upabh;

masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4
(empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah;

masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari
5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah;

masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari
6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah;

masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang
dari7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
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h) masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari
8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan

i) masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan)
bulan Upah.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian
hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal adalah penelitian yang
menggunakan sumber bahan kepustakaan, penelitian hukum normatif
adalah suatu penelitian yang sumber datanya hanyalah data skunder, yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan atau tresier."
Sedangkan penelitian hukum empiris, baik secara yuridis sosiologis
ataupun penelitian sosiologis tentang hukum, kedua duanya menggunakan
data primer sebagai sumber data yang utama selain data skunder atau
kepustakaan. Dengan demikian penelitian normatif empiris adalah sebuah
penelitian yang didasarkan atas kaidah hukum atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kemudian kaidah hukum yang ada di
implementasikan dengan penerapan dalam praktek yang ada dilingkup
masyarakat.
B. Metode Pendekatan
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu
penelitian yang melihat hukum dipraktekan di tengah-tengah kehidupan
masyarakat. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian

ini ialah :

> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet.6, PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, him.118



24

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Aprroach)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang
dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
ditangani.*®

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Aprroach)
Metode pendekatan konseptual ini mengkaji pendapat maupun dari
para ahli yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti
penulis untuk memudahkan penulis untuk memperoleh informasi
mengenai perlindungan dalam implementasi perjanjian kerja waktu
tertentu.

3. Pendekatan Sosiologis
Pendekatan ini mengkaji dan melihat secara langsung bagaimana
pelaksanaan dan pemberlakuan suatu peraturan hukum atau
perundang-undangan di masyarakat.

C. Sumber dan Jenis Data

1. Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu bersumber dari
kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field
Resrarch).

2. Dalam penelitian ini, jenis data dan bahan hukum yang digunakan
adalah bahan hukum primer dan sekunder:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai

kekuatan yang mengikat, yakni peraturan perundang-

16 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.9 , Prenadamedia Group, Jakarta,
2014, him. 133
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undangan yang terikat dengan ketenagakerjaan diantaranya
ialah:

a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja

b) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu
Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan
Kerja.

c) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang
Pengupahan.

d) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun
2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program,
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua.

b. Bahan hukum sekunder, vyaitu bahan hukum yang
menjelaskan bahan hukum primer seperti yang diperoleh
dari bahan dokumentasi atau bahan-bahan yang berupa
buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan laporan
yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan
penelitian.

c. Bahan hukum Tersier, yakni bahan hukum yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder.
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3. Data lapangan, merupakan sumber data yang diperoleh langsung
dengan objek penelitian. Dalam hal ini data diperoleh dari informan
dan responden di lokasi penelitian, Informan merupakan orang yang
berdasarkan pengetahuan pengalaman dan jabatannya sehingga
mengetahui tentang informasi yang berkaitan dengan penelitian.
Jenis data lapangan ini berupa:

a) Data primer, yaitu data-data yang diperoleh dengan cara
melakukan wawancara langsung dari sumber utama melalui
informan dan responden. Wawancara merupakan salah satu
cara dalam memperoleh data atau informasi secara akurat hal
ini penulis memerlukan 3 orang responden. Wawancara
tersebut dilakukan dengan pihak Manajemen PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram selaku
informan dan para karyawan PT. Lotte Shopping Indonesia
(Lotte Grosir) Cabang Mataram selaku responden.

b) Data sekunder, vyaitu data yang diperoleh dari literatur-
literatur hasil studi dokumen (bahan pustaka) yang
berhubungan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data dan bahan hukum, metode yang
digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

1) Data kepustakaan
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Data yang diperoleh dengan teknik studi dokumen, yaitu data yang
diperoleh dengan mengumpulkan bahan kepustakaan yang berupa
peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur, dan karya
tulis yang berhubungan dengan materi penelitian, dengan cara
menelusuri, membaca dan menelaah buku literatur serta dari
peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok
permasalahan dan pembahasan yang bersifat ilmiah.
2) Data lapangan

Studi lapangan dilaksanakan guna mengumpulkan data primer,
dengan cara melakukan kegiatan wawancara kepada para informan
dan responden penelitian di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte
Grosir) Cabang Mataram. Wawancara ini dilakukan secara terbuka
sehingga para informan dan responden memiliki kesempatan yang
luas untuk menjelaskan berbagai pertanyaan yang peneliti ajukan
sehingga data yang diperlukan cukup. Dalam wawancara ini penulis
memerlukan satu orang informan dan tiga orang responden sebagai
sumber yang akurat dalam memenuhi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang sangat penting dalam
suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah
yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis
deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan data secara deskriptif dan

menganalisis secara kualitatif. Data yang diperolen melalui penelitian



28

lapangan dan kepustakaan diolah dan disajikan berupa rangkaian kata-kata
atau kalimat yang dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai
permasalahan yang diteliti, sehingga selanjutnya dianalisis dan dipaparkan
dalam bentuk deskriptif untuk memperoleh kesimpulan dari permasalahan

yang diteliti.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Karyawan Kerja Waktu Tertentu di PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib
dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan
orang untuk bekerja pada perusahan tersebut harus sangat diperhatikan,
yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan yang dimaksud
diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat
dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong-royong
sebagaimana yang terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.' Perlindungan terhadap tenaga kerja
dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin
kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk
mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap
memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan
pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terikat dengan
perlindungan bagi pekerja adalah Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020
tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

17 Zaeni Asyhadie, Perlindungan Kerja & Jamsostek, Garuda Ilmu, Selong, 2018, him. 73
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Setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama
untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai
dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk
perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Terdapat norma perlindungan terhadap tenaga kerja atau terhadap
para pekerja yaitu:*®

a. Norma Keselamatan Kerja, meliputi keselamatan Kkerja yang
berkaitan dengan mesin, alat-alat kerja bahan dan proses
pengerjaan, keadaan tempat kerja, lingkungan serta cara melakukan
pekerjaan.

b. Norma Kesehatan kerja dan kesehatan perusahaan, yang meliputi
pemeliharaan dan peningkatan keselamatan para pekerja, penyedia
perawatan medis bagi pekerja, dan penetapan standar kesehatan
kerja.

c. Norma kerja, berupa perlindungan hak tenaga kerja secara umum
baik sistem pengupahan, cuti, kesusilaan, religious dalam rangka
memelihara kinerja pekerja.

d. Norma kecelakaan kerja, berupa pemberian ganti rugi perawatan
atau rehabilitasi akibat kecelakaan kerja dan/atau menderita
penyakit akibat pekerjaan, dalam hal ini ahli waris berhak untuk
menerima ganti rugi.

Selain  perlindungan terhadap pekerjanya, terdapat adanya
perlindungan lain di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang
mataram, berdasarkan wawancara dengan bapak Sapta selaku HRD di

perusahaan tersebut pada tanggal 6 Agustus 2021 yaitu sebagai berikut:*®

a. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan

'8Zaeni Asyhadie, Ibid, him. 2
'® Hasil wawancara dengan Bapak Sapta (HRD di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte
Grosir) Cabang Mataram), pada tanggal 6 Agustus 2021
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Program BPJS Ketenagakerjaan pengaturannya diatur dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menurut Pasal 1
angka 1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya
disingkat BPJS adalah badan hukum vyang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial. Dalam undang-undang
ini BPJS merupakan sebuah lembaga hukum nirlaba untuk
perlindungan sosial dalam menjamin seluruh rakyat agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sekaligus dibentuk
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia.
BPJS sendiri terdiri dari dua bentuk, yaitu BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan.® Dengan berlakunya Undang-Undang No.
24 Tahun 2011, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja menjadi tidak berlaku lagi. Kesemua
program jaminan sosial yang diatur oleh Undang-Undang No. 3
Tahun 1992 diambil alih oleh BPJS, yaitu Jaminan Kecelakaan
Keja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua
diambil alih oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan program
jaminan pemeliharaan Kesehatan diambil alih oleh BPJS
Kesehatan.

Seiring dengan berjalannya waktu terkait dengan aturan BPJS
Ketenagakerjaan pada tahun 2020 aturan tersebut mengalami

pembaharuan beberapa ketentuan tersebut tercantum pada Undang-

20 7aeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma,Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan
Praktik di Indonesia, Op.Cit, him. 169
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Undang Cipta Kerja Tahun 2020 Bagian Keempat tentang BPJS,
salah satu ketentuan yang mengalami perubahan ada pada Pasal 83
Poin 1 merubah Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 tahun
2011 tentang BPJS menyebutkan bahwa ada tambahan ketentuan
mengenai program jaminan sosial sebagai berikut:

BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:

jaminan kecelakaan kerja;

jaminan hari tua;

jaminan pensiun;

jaminan kematian; dan

jaminan kehilangan pekerjaan.

®oo0 o

Dalam surat perjajian kerja waktu tertentu PT. Lotte Shopping
Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram, perusahaan mengikut
sertakan para karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan
BPJS Kesehatan yang berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan
kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kesehatan
guna untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan hukum
bagi karyawan dalam bekerja.

Mengenai pembayaran iuran program BPJS ketenagakerjaan di
perusahaan ini ditanggung oleh pihak kedua (karyawan), hal ini
dapat dilihat dalam Pasal 3 angka 1 huruf ¢ pada surat perjanjian
kerja waktu tertentu PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir)

Cabang Mataram sebagai berikut:*

21 Data Primer Diolah
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“Kepersertaan dan pembayaran iuran program BPJS
Ketenagakerjaan meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua (Premi 2% ditanggung
oleh PIHAK KEDUA) dan jaminan Pensiun (Premi 1%
ditanggung PIHAK KEDUA)”
b. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja merupakan
salah satu hak dari pekerja seperti yang telah diatur dalam
ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan
secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen
perusahaan. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi
keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja
yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit
akibat kerja, pengendalian cahaya ditempat kerja, promosi
kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi, ketentuan pasal tersebut
tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja
Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Diah Tri Kusuma selaku
responden (karyawan) bahwa di PT. Lotte Shopping Indonesia
(Lotte Grosir) Cabang Mataram telah menciptakan lingkungan
kerja yang nyaman baik dari segi keselamatan kerja dan kesehatan

kerja, contohnya seperti menyediakan APAR (Alat Pemadam Api

Ringan), APD bagi karyawan Fresh Area, P3K, alat bantu kerja
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karyawan gudang, fasilitas makan di kantin perusahaan, serta area
kerja yang luas dan bersih.?
APAR vyang disebutkan diatas berguna sebagai pertolongan
pertama jika terjadi kebakaran saat toko beroperasi, alat tersebut
ada disetiap sudut ruangan toko grosir, Fresh Area, gudang
penyimapanan barang dan ruangan staff.
Selain itu di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang
Mataram juga mengikut sertakan para karyawan dalam asuransi
jiwa dan asuransi kecelakaan diluar program BPJS dan ditanggung
oleh pihak pertama (perusahaan), hal tersebut tertulis dalam Pasal 3
angka 1 huruf e surat perjanjian kerja waktu tertentu PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram, yang berbunyi
sebagai berikut:?®
“Kepesertaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kecelakaan
diluar dari BPJS Ketenagakerjaan untuk PIHAK KEDUA
yang besaran preminya ditanggung oleh PIHAK
PERTAMA, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan
Perusahaan.”
c. Perlindungan Upah
Seperti diketahui, tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan
penghasilan atau upah guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dengan demikian pengupahan merupakan aspek yang sangat

penting dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh.

Didalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang

%2 Hasil wawancara dengan Diah Tri Kurnia (Pekerja Waktu Tertentu di PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram), pada tanggal 6 Agustus 2021.
%% Data Primer Diolah
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Ketenagakerjaan menghapus, mengubah dan memperkenalkan
pengaturan baru mengenai pengupahan. Jika dalam Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya
dikenal jenis upah minimum, maka dalam Pasal 81 Poin 25 yang
diantara Pasal 88 dan Pasal 89 menyisipkan Pasal 88A sampai
dengan Pasal 88E Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang
Ketenagakerjaan terdapat konsep pengupahan dengan satuan waktu
dan hasil berdasarkan jam serta aturan pengupahan. Mengingat
pentingnya peranan upah terhadap perlindungan pekerja/buruh,
maka hal ini secara tegas diamanatkan Undang-Undang Cipta Kerja
Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 81 Poin 24
merubah Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan.”
Penjelasan dari pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak
adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil
pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup
pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi sandang,
pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari

tua.
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Prinsip pengupahan yang dipakai oleh Undang-Undang Cipta Kerja
Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 81 Poin 25 yang
menambahkan Pasal 88A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan
kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada
saat putusnya hubungan kerja.

(2) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk
pekerjaan yang sama nilainya.

(3) Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai
dengan kesepakatan.

(4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara
pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh
tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan
pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya
mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan
denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah
pekerja/buruh.

(7) Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan
atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.

(8) Pemerintah mengatur pengenaan denda pengusaha dan/atau
pekerja/buruh pembayaran upah.

Guna lebih memberikan upah yang layak sebagaimana yang diatur
Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan dalam
Pasal 81 Poin 24 merubah Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pemerintah memberlakukan aturan
upah berdasarkan satuan waktu yang diatur dalam Pasal 81 Poin 25 yang
menambahkan bunyi Pasal 88B dan juga menetapkan adanya upah
minimum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (3) dan ayat (4)

Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan.
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Terhadap upah minimun yang diterapkan, Undang-Undang Cipta Kerja
Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan membaginya, yaitu sebagaimana yang
diatur pada Pasal 81 Poin 25 menambahkan Pasal 88C Ayat (2) dan (3) yang

berbunyi:

“Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/ kota
dengan syarat tertentu. Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum
provinsi.

Ketentuan tersebut lebih lanjut tentang upah minimum diatur dalam

Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang

Pengupahan:

“Upah minimum merupakan Upah bulanan terendah yaitu:

a. Upah tanpa tunjangan; atau
b. Upah pokok dan tunjangan tetap.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sapta selaku HRD di PT.
Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram pada tanggal 6
Agustus 2021, bahwa di perusahaan tersebut sudah memberikan upah pokok
sesuai dengan UMK Mataram sebesar Rp. 2.184.485,- per-bulan yang
ditransfer pada tanggal 25 setiap bulannya dan memberikan tunjangan hari
raya.**

Mengenai hal besarnya upah yang diberikan tertulis dalam Pasal 3
Poin 1 huruf a dan b surat perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Lotte

Shoping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram dan juga mengenai cara

** Hasil wawancara dengan Bapak Sapta (HRD di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte
Grosir) Cabang Mataram), pada tanggal 6 Agustus 2021
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pembayaran juga sudah tertulis dalam Pasal 3 Poin 2 di surat perjanjian
kerja tersebut yang berbunyi sebagai berikut:*®

1. Selama bekerja di Perushaan ini, PIHAK KEDUA akan
menerima upah yang dibayarkan tiap akhir bulan dan komponen
lainnya dengan perincian sebagai berikut:

a. Upah sebesar RP. 2.184.485,- (gross)/bulan

b. Tunjanngan Hari Raya (THR) akan diberikan dengan
besaran sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
Pemberian THR tidak diberikan dalam hal PIHAK
KEDUA diakhiri hubungan kerjanya sebelum 30 (tiga
puluh) hari raya keagamaan.

2. Cara pembayaran upah yang diberikan PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA akan ditransfer oleh PIHAK
PERTAMA kedalam rekening bank yang ditunjukan oleh
PIHAK PERTAMA atas nama PIHAK KEDUA yang akan
ditransfer pada setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan
berjalan.

Penerapan Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram.

Proses Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Lotte Shopping
Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram.

Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja
dengan pengusaha atau perusahaan untuk mengadakan hubungan kerja
dalam waktu tertentu atau untuk jenis pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja
waktu tertentu juga mengatur kedudukan atau jabatan, gaji atau upah
pekerja, tunjangan, serta fasilitas pekerja dan hal-hal lain yang bersifat
mengatur hubungan kerja secara pribadi. Perusahaan hanya bisa melakukan

perjanjian kerja waktu tertentu maksimum lima tahun. Setelah itu,

perusahaan wajib mengangkat pekerja sebagai karyawan tetap jika ingin

25 Data Primer Diolah
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terus mempekerjakannya. Dalam praktiknya, penyelundupan hukum berupa
pelanggaran batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu sering terjadi.
Praktik lain setelah kontrak selesai, pekerja melamar lagi pada perusahaan
yang sama.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana proses perjanjian
kerja waktu tertentu di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang
Mataram, harus dilihat dulu pengertian dari perjanjian atau kontrak. Ada dua
macam teori yang membahas tentang pengertian kontrak, yaitu teori lama
dan teori baru. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata yang dimaksud
dengan kontrak atau perjanjian adalah:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Definisi dari perjanjian atau kontrak dalam Pasal 1313 ini adalah:?®

a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian
b. Tidak tampak asas konsensualisme
c. Bersifat dualisme

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan didalam rumusan tersebut
hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum
pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu, maka
harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut
dengan kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi diatas, telah

%% Salim HS, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet.14, PT. Sinar
Grafika, Jakarta, 2019, him.159
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tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum

(tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).’

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang

diartikan dengan perjanjian atau kontrak adalah suatu hubungan hukum

antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan

akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-

mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang

mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori

baru, yaitu:?®

Tahap pracontactual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan
Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak
anatara para pihak

Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Sedangkan unsur-unsur perjanjian menurut teori lama, yaitu:*

oo

Adanya perbuatan hukum

Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang

Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dinyatakan
Perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang
atau lebih

Pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai itu harus saling
bergantung satu sama lain

Kehendak itu ditunjukan untuk menimbulkan akibat hukum

g. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang

lain atau timbal balik
Persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan
perundang-undangan.

2'3alim HS, Ibid, him. 160
28 Salim HS, Ibid, him. 161
29 3alim HS, Ibid, him. 161
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Pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2020
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja memberikan definisi

tentang perjanjian kerja yakni:

“Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan
Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak,
dan kewajiban para pihak.”

Pada dasarnya dalam perjanjian kerja waktu tertentu terdapat dua
pihak yaitu pihak pemberi kerja, dalam hal ini adalah PT. Lotte Shopping
Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram dan sebagai penerima kerja
adalah para karyawan, perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara
tegas dinyatakan jangka waktu berlakunya perjanjian apabila pekerja

tertentu sudah selesai.

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021
tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan
Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terkait ketentuan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT), yang dimaksud
perjanjian kerja waktu tertentu adalah:

“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT

adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha

untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk
pekerjaan tertentu.”

Hubungan kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja adalah
terikat dengan suatu ikatan perjanjian, yaitu seseorang yang tidak boleh

diperbudak, diperulur maupun diperhambakan. Perjanjian kerja waktu
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tertentu merupakan salah satu sarana dalam rangka pelaksanaan hubungan

industrial yang serasi, aman dinamis berdasarkan pancasila.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Sapta pada
tanggal 6 Agustus 2021 selaku HRD di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte
Grosir) Cabang Mataram, bahwa sifat pekerjaan karyawan kerja waktu
tertentu di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram
adalah pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, salah satu

contohnya pada jabatan Staff Operator.®

Pada dasarnya penetapan pekerjaan sehingga digolongkan dalam
perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte
Grosir) Cabang Mataram, yaitu diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah
No. 35 Tahun 2021 terkait ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PWKT), bahwa penerimaan pekerja di perusahaan ini merupakan
hak dari perusahaan, oleh karena itu disesuaikan dengan kebutuhan
perusahaan untuk dapat diterima menjadi pekerja harus memenuhi syarat-

syarat yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden bahwa sistem
perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte
Grosir) Cabang Mataram, merupakan pekerjaan tidak tetap, hal ini dapat

dilihat dari jangka waktu kontrak maksimal perpanjangan sampai dengan 5

%0 Hasil wawancara dengan Bapak Sapta (HRD di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte
Grosir) Cabang Mataram), pada tanggal 6 Agustus 2021
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tahun dan tidak adanya masa percobaan kerja.*’ Kesepakatan perjanjian
kerja waktu tertentu di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang
Mataram tidak bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun
2020 tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 Poin 15 yang memperbaharui Pasal
59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagai berikut:

a. Avyat (1)
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai
berikut:

a) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b) Pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu
yang tidak terlalu lama;

c) Pekerjaan yang bersifat musiman;

d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan
atau penjajakan; atau

e) Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat
tidak tetap.

b. Ayat (2)
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk
pekerjaan yang bersifat tetap.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa semua kebijakan
di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram sudah
sesuai dengan dasar penetapan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia,
yaitu ketentuan Undang-Undang Cipta kerja Tahun 2020 pada Pasal 81 Poin
15 yang memperbaharui Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

%! Hasil wawancara dengan Aji Kurniawan, Nur Alamsyah, dan Diah Tri Kurnia (Pekerja
Waktu Tertentu di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram), pada tanggal 6
Agustus 2021.
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Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan oleh undang-undang, demikian halnya perjanjian kerja
waktu tertentu yang ada di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir)
Cabang Mataram, dalam hal ini perjanjian kerja dilakukan oleh calon
pekerja sebagai pihak pekerja dan perusahaan dalam hal ini adalah PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram yang merupakan
perjanjian baku karena perjanjian tersebut dibuat sepihak oleh perusahaan
dan para pihak pekerja tidak diikut sertakan dalam pembuatan kesepakatan
kerja waktu tertentu, akan tetapi pekerja wajib mempelajari isi kesepakatan
kerja waku tertentu sebelum menandatangani perjanjian kerja tersebut.

Walaupun perjanjian itu disebut perjanjian baku namun perjanjian
tersebut sudah mempunyai persyaratan perjanjian yang sah sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, di dalam ketentuan tersebut tidak ada perubahan dalam
Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan, terkait
dengan ketentuan tersebut yang telah terlaksanakan di dalam perusahaan
sebagai berikut:

a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, dalam
hal ini ditinjau dari adanya perjanjian kerja yang berupa syarat
persyaratan yang berupa blanko kesepakatan perjanjian kerja waktu
tertentu yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

b. Kecakapan para pihak untuk membuat sesuatu perikatan, cakap
yang dimaksud disini adalah para pihak yang membuat perikatan
atau perjanjian kerja yaitu antara pekerja dengan PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram. Pekerja yang
dimaksud disini orang yang sudah mempunyai umur 21 tahun dan
wanita sudah menikah atau telah berusia 18 tahun.

c. Sesuatu hal tertentu, yang dimaksud disini adalah objek
perjanjiannya, objek tertentu yang dapat ditentukan dalam hal ini
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adalah mengenai pekerjaan yang diberikan kepada para pekerja
waktu tertentu kebanyakan di bidang Staff Operator.

d. Suatu sebab yang halal adalah isi kesepakatan kerja waktu tertentu
antara PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang
Mataram dengan tenaga kerja tidak dilarang oleh undang-undang
dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kertertiban umum.

Jadi syarat-syarat perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram sudah dibuat sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Bentuk Penerapan dan Isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT.
Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram

Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram dengan pekerja adalah
perjanjian secara tertulis. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang
dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Ada tiga bentuk perjanjian
tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:*

a. Perjanjian dibawah tangan yang ditanda tangani oleh para pihak
yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat
para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan
mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut
disangkal pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari
perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti
yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga
dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda para pihak.
Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya
untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi
kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi
perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi
perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak
yang harus membuktikan penyangkalnnya.

%2 salim HS, Op.cit, hIm.166-167
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c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk
akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan
di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang
berwenang untuk itu adalah notaris, camat PPAT, dan lain-lain.
Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para
pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Perjanjian kerja (kontrak) ini dibuat yang proses awalnya melalui
sebuah perbincangan secara lisan dahulu antara kedua belah pihak yang
kemudian dilanjutkan dengan diberikannya surat perjanjian kerja (kontrak)
dari PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram kepada
pekerja untuk ditandatangani.® Hal ini juga dapat dihubungkan dengan

asas-asas yang ada dalam hukum perjanjian atau kontrak, yaitu:**

a. Asas konsensualisme
Suatu kontrak sudah sah dan mengikat Ketika tercapai kata
sepakat, selama syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi.

b. Asas pacta sunt servanda
Suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

c. Asas kebebasan berkontrak
Para pihak bebas membuat kontrak dan menentukan sendiri
isi kontrak tersebut sepanjang tidak bertentangan undang-
undang, ketertiban umum dan kebiasaan dan didasari atas
itikad baik. Dengan demikian asas ini mengandung makna
bahwa kedua belah pihak bebas dalam menentukan isi
perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan Kketertiban
umum, kesusilaan dan peraturan perundangan. Karena
adanya asas kebebasan berkontrak ini maka dalam praktik ini
timbul jenis-jenis perjanjian yang pada mulanya tidak diatur
dalam KUHPerdata. Jenis perjanjian inilah yang di atas
disebut perjanjian innominatif yang pada umumnya timbul
dalam kegiatan bisnis.

%% Hasil wawancara dengan Aji Kurniawan (Pekerja Waktu Tertentu di PT. Lotte Shoping
Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram), pada tanggal 6 Agustus 2021

%% Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Aspek Hukum Perjanjian Kerja Bersama,
Sanabil, Loc.Cit., him. 67
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Adapun tujuan dibuatnya perjanjian kerja atau surat kontrak tersebut

adalah:®

a. Untuk mengikat kedua belah pihak apabila dikemudian hari
terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan kontrak
yang telah dibuat.

b. Untuk dijadikan alat bukti bagi para pihak bahwa apa yang
tertulis dalam perjanjian (kontrak) adalah menjadi tujuan dan
keinginan para pihak.

Perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk lisan dan atau tertulis.
Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para
pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses
pembuktian. Namun tidak dapat dipungkiri masih banyak perusahaan-
perusahaan yang tidak atau belum membuat perjanjian kerja secara lisan
disebabkan karena ketidak mampuan sumber daya manusia maupun karena

kelaziman atas dasar kepercayaan membuat perjanjian kerja secara lisan.

Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat antara PT. Lotte Shopping
Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram dengan para pekerja sifatnya
tertulis artinya perjanjian kerja waktu tertentu itu sudah ada sejak adanya
ikatan sepakat dalam artinya perjanjian kerja waktu tertentu dibuat bersama
antara perusahaan dengan para pekerja dengan demikian adanya kata

sepakat merupakan sahnya suatu kontrak.

Adapun isi perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT. Lotte

Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram memuat;*

%% Hasil wawancara dengan Bapak Sapta (HRD di PT. Lotte Shoping Indonesia (Lote
Grosir) Cabang Mataram), pada tanggal 6 Agustus 2021



o

Sh® OO

48

Identitas para pihak (Nama, yang diwakili oleh, jabatan, jenis
kelamin, tanggal lahir, alamat)

Status dalam hubungan kerjanya (perjanjian kerja untuk waktu
tertentu)

Jabatan atau jenis pekerjaan

Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja untuk waktu tertentu
Besarnya upah dan cara pembayaran

Sanksi maupun kesanggupan dalam perjanjian kerja untuk
waktu tertentu.

Perjanjian  kerja untuk waktu tertentu di PT. Lotte Shopping

Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram telah dibuat secara tertulis dan

menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin, serta telah memenuhi

Syarat-syarat, antara lain:

a.
b.
C.

e.

Harus mempunyai jangka waktu tertentu; atau

Adanya suatu pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu;
Tidak mempunyai syarat masa percobaan.

Pada Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang
Ketenagakerjaan dalam Pasal 81 poin 14 mengubah Pasal 58
ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa
dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat
mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Apabila dalam
kesepakatan kerja tersebut disyaratkan masa percobaan Kerja,
maka perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut batal demi
hukum.

Dibuat secara tertulis

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang
Ketenagakerjaan pada Pasal 81 poin 13 mengubah Pasal 57 ayat
(1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu
tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa
Indonesia dan huruf latin. Oleh karena itu bila dibuat secara
lisan, atau bukan dalam bahasa Indonesia dan dalam huruf latin,
maka kesepakatan tersebut adalah tidak sah atau batal demi
hukum. Konsekuensinya pekerja tersebut haruslah dianggap
sebagai pekerja tetap.

Adanya upah yang diberikan oleh pengusaha kepada
pekerja/buruh.

% Data Primer Diolah



49

Upah merupakan peranan penting dalam hubungan Kkerja,
bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama orang bekerja pada
pengusaha adalah untuk memperoleh upah. Sehingga jika tidak
ada unsur upah maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan
hubungan kerja.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021

tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan

Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu paling sedikit memuat:

—~® o0 o

xS

Nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;

Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pekerja/Buruh

Jabatan atau jenis pekerjaan;

Tempat pekerjaan;

Besaran dan cara pembayaran Upah;

Hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau syarat kerja
yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja
Bersama

Mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;

Tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan

Tanda tangan para pihak dalam PKWT.

Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu

dibuat berdasarkan kesepakatan Kerja Waktu Tertentu. Dalam artinya PT.

Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram sudah

menyiapkan blanko kesepakatan kerja waktu tertentu dan pekerja hanya

menandatangani blanko tersebut. Apabila pekerja tidak menyenangi bekerja

di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram tidak perlu

menandatanganinya. Apabila blanko tersebut sudah ditangani pihak pertama
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dan pihak kedua hal ini menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu yang

dibuat tersebut sudah sah.*’

Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja akan menimbulakan
hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha. Hubungan hukum tersebut
menimbulkan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Dengan
demikian, hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha tersebut lahir
dari hubungan hukum yang berasal dari perjanjian kerja. Masing-masing
pihak, pekerja dan pengusaha, mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban
pekerja merupakan hak pengusaha, sebaliknya kewajiban pengusaha
merupakan hak pekerja. Jadi hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha

merupakan suatu prestasi yang bersifat timbal balik.*

Dengan melihat pokok-pokok apa saja yang mengatur mengenai isi
perjanjian seperti yang telah dijelaskan maka isi perjanjian antara PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram dengan tenaga kerja
telah memenuhi standar perjanjian berdasarkan Pasal 13 Peraturan
Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,
Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan
Kerja tersebut. Jika perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini bertentangan
dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021,
perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut akan dianggap batal demi

hukum.

%" Hasil Wawancara dengan Bapak Sapta (HRD PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte
Grosir) Cabang Mataram), pada tanggal 6 Agustus 2021.
%8 Broto Suwiryo, Loc.Cit, him. 78
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Adapun faktor yang mendasari PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte
Grosir) Cabang Mataram mengadakan perekrutan melalui perjanjian kerja
untuk waktu tertentu karena berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja
Tahun 2020 bagisn kedua tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil
wawancara dengan responden bahwa pekerja telah mengerti dan sepakat
mengenai isinya serta menandatangani surat perjanjian kerja untuk waktu
tertentu yang telah disiapkan oleh perusahaan, maka pekerja dapat mulai
bekerja di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram
setelah ditandatanganinya surat perjanjian tersebut®. Dan sebaliknya jika
pekerja tidak menerima atau tidak sepakat mengenai perjanjian tersebut
maka pekerja dianggap mengundurkan diri atau tidak dapat bekerja di PT.

Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram.*°

Perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Lotte Shopping Indonesia
(Lotte Grosir) Cabang Mataram berlaku jika ada pekerjaan yang sekali
selesai atau sementara sifatnya, pekerjaan yang dipikirkan penyelesaiannya
dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman, dan
pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau

produk tambahan yang masih dalam percobaan dan penjajakan.

% Hasil wawancara dengan Aji Kurniawan, Nur Alamsyah, dan Diah Tri Kurnia (Pekerja
Waktu Tertentu di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram), pada tanggal 6
Agustus 2021

0 Hasil wawancara dengan bapak Sapta (HRD PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte
Grosir) Cabang Mataram), pada tanggal 6 Agustus 2021
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Adapun jumlah karyawan di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte
Grosir) Cabang Mataram adalah 95 orang, pekerja tetap sebanyak 17 orang,

dan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu adalah 78 orang.

Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Kerja Antara Karyawan
Dengan Manajemen PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir)
Cabang Mataram.

Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan yang
mengatur/memuat hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
Takaran hak dan kewajiban masing-masing haruslah seimbang. Dalam
konteks hubungan kerja, kewajiban para pihak berlangsung secara timbal
balik. Sebagaimana kewajiban pengusaha merupakan hak pekerja/buruh,
dan sebaliknya kewajiban pekerja/buruh adalah hak pengusaha. Untuk itu
jika terjadi pelanggaran kewajiban yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan atau perjanjian kerja, masing-masing pihak dapat
menuntut pihak lainnya.

Adapun ketentuan ruang lingkup para pekerja yang akan ditentukan
oleh pengusaha dalam mengatur bagian/divisi mana yang membutuhkan
tenaga kerja, akan tetapi penempatan bagian/divisi para pekerja tidak selalu
ditempatkan pada satu bagian yang sama dari awal bekerja saja, berdasarkan
hasil wawancara dengan Bapak Sapta (HRD PT. Lotte Shopping Indonesia
(Lotte Grosir) Cabang Mataram) perusahaan tersebut melakukan perputaran

penempatan karyawan kerja waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pada
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perusahaan.* Mengenai ruang lingkup tersebut sudah tertuang dalam Pasal
5 ketentuan perjanjian perusahaan yang telah dibuat oleh PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram sehingga berbunyi
sebagai berikut:*

1. PIHAK PERTAMA berwenang menempatkan dan/atau
mengalihkan PIHAK KEDUA ke bagian/divisi manapun dan/atau
ke wilayah Perusahaan milik PIHAK PERTAMA dimanapun
beroperasi.

2. PIHAK KEDUA telah mengerti dan menyetujui untuk ditugaskan
ke bagian/divisi manapun dan/atau ke wilayah Perusahaan milik
PIHAK PERTAMA dimanapun beroperasi.

Kewajiban pengusaha menurut Undang- Undang keselamatan kerja
adalah:*

(1) Memeriksan Kesehatan badan, kondisi mental dan tenaga fisik
pekerja/buruh yang akan diterima bekerja, maupun pekerja/buruh
yang sudah ada secara berkala kepada dokter yang ditunjuk oleh
pengusaha dan yang disetujui pegawai pengawas.

(2) Menunjukan dan menjelaskan kepada pekerja/buruh, tentang:

a. Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat
kerjanya;

b. Semua pengamanan dan alat perlindungan yang
diharuskan ada di tempat kerjanya;

c. Alat perlindungan diri bagi pekerja/buruh yang
bersangkutan;

d. Cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan
pekerjaannya.

(3) Secara tertulis menempatkan di tempat kerja yang dipimpinnya
semua syarat keselamtan kerja yang diwajibkan.

(4) Memasang di tempat kerja yang dipimpinnya semua gambar
keselamatan kerja dan semua bahan pembinaan lainnya, pada
tempat yang mudah terlihat dan/atau terbaca.

(5) Menyediakan secara Cuma-Cuma semua alat perlindungan diri
bagi pekerja atau pengusaha.

*! Hasil wawancara dengan Bapak Sapta (HRD PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte
Grosir) Cabang Mataram), pada tanggal 6 Agustus 2021.

*2 Data Primer Diolah

#3 Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Terori dan
Praktik di Indonesia, Op.Cit, him. 124
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Kewajiban para pekerja yang harus dipahami dalam menjadi

karyawan di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram

telah diatur dalam ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu yang telah

dibuat oleh perusahaan, pada Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:**

Selama terikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu ini, PIHAK

KEDUA:

2.

Wajib menjalankan tugas sesuai dengan penunjukan dan dalam
menjalankan tugas tersebut wajib mengusahakan yang terbaik
demi kemajuan dan reputasi Perusahaan milik PIHAK
PERTAMA.

Wajib mentaati Peraturan Perusahaan, seluruh tata tertib maupun
ketentuan lainnya yang berlaku.

Wajib mentaati perintah dan instruksi yang diberikan oleh
atasannya.

Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam
perdagangan/kegiatan usaha/profesi lain atau sejenis.

Wajib untuk memberitahukan kepada pihak pertama apabila akan
mengakhiri hubungan kerja (masih dalam periode kontrak kerja)
sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum meninggalkan
pekerjaan.

Dalam hal putusnya hubungan kerja, PIHAK KEDUA bersedia
dan wajib mengembalikan barang-barang inventaris milik PIHAK
PERTAMA.

Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dapat

dilihat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan

Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,

Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan

Kerja yang menyatakan bahwa:

4 Data Primer Diolah
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(1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai
maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu
sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh,
dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta
perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Hubungan kerja yang ada di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte
Grosir) Cabang Mataram juga berpedoman pada Pasal 8 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja. Hubungan kerja tersebut berupa hubungan industrial.
Yang bertujuan untuk memajukan perusahaan baik itu oleh pekerja yang
berstatus tetap maupun kontrak adalah sama yaitu saling menghormati
kedudukan masing-masing dan saling bekerja sama dalam upaya

meningkatkan kesejahteraan pekerja dan perusahaan.

Dalam Pasal 7 perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Lotte Shopping
Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram terdapat sanksi yang dapat

mengakibatkan pemutusan hubungan kerja yaitu apabila:*®

2. PIHAK KEDUA dianggap tidak cakap dalam melaksanakan
tugasnya.

3. Selama berlakunya perjanjian kerja waktu tertentu ini, apabila
setelah dilakukan penilaian kinerja dan PIHAK KEDUA dinilai
gagal dan/atau dinyatakan tidak memenuhi harapan dan tuntutan
kerja yang ditentukan PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK
KEDUA baik secara sadar maupun tidak sadar melakukan
kesalahan dan/atau pelanggaran peraturan perusahaan yang
berakibat pada pemutusan hubungan kerja dan/atau terjadiya

%5 Data Primer Diolah
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kondisi darurat/force majeur seperti kebanjiran, kebakaran, gempa
bumi, bencana alam, pemogokan yang berakibat PIHAK
PERTAMA mengalami kerugian, dan untuk itu melakukan
tindakan pengurangan tenaga kerja terhadap PIHAK KEDUA,
maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan hubungan kerja
setiap saat tanpa ganti rugi atau tuntutan apapun dan atau
membayar upah atas sisa kontrak yang belum terlaksanakan.

Mengenai hal tersebut juga terdapat dalam Undang-Undang Cipta
Kerja Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 81 poin 42 diantara
Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 154A yang
menyebutkan alasan-alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja dapat

terjadi sebagai berikut:

a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia
melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia
menerima pekerja/buruh;

b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan
perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang
disebabkan perusahaan mengalami kerugian;

c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami
kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;

d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force
majeur);

e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran
utang;

f. Perusahaan pailit;

g. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan
oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan
sebagai berikut:

a) Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam
pekerja/ buruh;

b) Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh  untuk
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan;

c) Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah
ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih,
meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu
sesudah itu;
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d) Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada
pekerja/ buruh;

e) Memerintahkan  pekerja/burun  untuk  melaksanakan
pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau

f) Memberikan pekerjaan yang ~membahayakan jiwa,
keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh
sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada
perjanjian Kerja;

. Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan

industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang

diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk

melakukan pemutusan hubungan kerja;

Pekerja/burun mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus

memenubhi syarat:

a) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
mulai pengunduran diri;

b) Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

c) Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai
pengunduran diri;

Pekerja/burun mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih
berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi
dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua)
kali secara patut dan tertulis;

. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam
perjanjian Kkerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian Kkerja
bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama,
kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku
untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian Kkerja
bersama;

Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam)
bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan
tindak pidana;

. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat
kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah
melampaui batas 12 (dua belas) bulan;

. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau

. Pekerja/buruh meninggal dunia.
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Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang
Ketenagakerjaan Pasal 81 poin 16 mengubah Pasal 61 Undang-Undang No.

sebagai berikut:

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:

a) Pekerja/buruh meninggal dunia;

b) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c) Selesainya suatu pekerjaan tertentu;

d) adanya putusan pengadilan dan atau putusan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

e) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya
hubungan kerja.

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha
atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan,
pewarisan, atau hibah.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak-hak pekerja/buruh
menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain
dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak
pekerja/buruh.

(4) Dalam hal pengusaha orang perseorangan meninggal dunia, ahli
waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah
merundingkan dengan pekerja/buruh.

(5) Dalam hal pekerja/buruh  meninggal dunia, ahli waris
pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama.

Pada dasarnya hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur
memuat hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Hak dan
kewajiban masing-masing pihak haruslah seimbang. Oleh sebab itu, hakikat

“hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha”, dan sebaliknya “hak
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pengusaha merupakan kewajiban pekerja”. Kewajiban PT. Lotte Shopping

Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram sebagai berikut:*®

a. Memberikan pekerjaan kepada pekerja
b. Memberikan jadwal kerja kepada pekerja
c. Memberikan upah kepada pekerja

Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja maka para pekerja
berhak mendapatkan kompensasi dari perusahaan tempatnya bekerja,
ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020
tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 81 poin 44 memperbaharui Pasal 156
ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib
membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja
dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

Didalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 juga dijelaskan
mengenai hak akibat pemutusan hubungan kerja hal mengatur tentang hak
para pekerja apabila perusahaan memutus kontrak perjanjian kerja waktu
tertentu dengan alasan tertentu yang jelas dari perusahaan sebelum
perjanjian kerja waktu tertentu tersebut belum berakhir dengan melakukan
kewajiban pemberian uang kompensasi. Hal tersebut telah diatur dalam
Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyebutkan bahwa:

%8 Data Primer Diolah
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(1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib
membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa
kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a) masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan
Upah;

b) masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2
(dua) tahun, 2 (dua) bulan Upabh;

¢) masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3
(tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upabh;

d) masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4
(empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah;

e) masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari
5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah;

f) masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari
6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah;

g) masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang
dari7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;

h) masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari
8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan

i) masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan)
bulan Upah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa di PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram sudah menerapkan
ketentuan dari Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang
Ketenagakerjaan Pasal 81 poin 44 yang memperbaharui Pasal 156 ayat (1)
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai
pemberian kompensasi tersebut dilapangan akan tetapi pada surat perjanjian

kerja waktu tertentu perusahaan belum diperbaharui.*’

Hak Asasi Manusia dalam Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari

ketertiban dan keadilan. Pengakuan atas Negara hukum salah satu tujuannya

*" Hasil wawancara dengan Bapak Sapta (HRD PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte
Grosir) Cabang Mataram), pada tanggal 6 Agustus 2021.
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melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kemerdekaan atau
kebebasan perorangan diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi. Pengakuan
dan perlindungan terhadap hak asasi mausia mendapat tempat utama dan

dapat dikatakan sebagai tujuan dari Negara hukum.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
telah mengatur tentang waktu kerja bagi pekerja. Adapun ketentuan waktu
kerja sebagai mana telah diatur dalam Pasal 77, akan tetapi ketentuan
tersebut telah diperbaharui dalam Pasal 81 poin 21 Undang-Undang Cipta
Kerja tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1
(satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1
(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu.

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(4) Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha
atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 79 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan telah tegas diperintahkan mengenai hak dan kewajiban
para pihak, namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja 2020 tentang

Ketenagakerjaan ketentuan Pasal 79 telah diubah sehingga dapat dilihat
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pada Pasal 81 poin 23 Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang

Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengusaha wajib memberi:
a. waktu istirahat; dan
b. cuti.
(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:
a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam
setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus,
dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
dan
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari
kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib
diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling
sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang
bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara
terus menerus.

(4) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama.

(5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat
memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sapta (HRD PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram, pada tanggal 6
Agustus 2021, selama penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan
perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte

Grosir) Cabang Mataram sebagai berikut:*®

*8 Hasil wawancara dengan Bapak Sapta (HRD PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte
Grosir) Cabang Mataram), pada tanggal 6 Agustus 2021.
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Identitas para pihak.
Dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu di PT. Lotte Shopping
Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat di PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) ini dilakukan antara pihak
perusahan sebagai pihak pertama yang diwakili oleh HRD dengan
pihak pekerja sebagai pihak kedua. Perjanjian kerja tersebut diberi
nama Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hal itu dapat kita lihat dari
judul perjanjian kerja yang akan ditandatangani oleh kedua belah
pihak.
Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.
Hubungan kerja untuk waktu tertentu terjadi PT. Lotte Shopping
Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram dan tenaga kerja terjadi
setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak setelah
menandatangani isi perjanjian kerja waktu tertentu.
Tempat kerja.
Dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu, pihak pertama
menentukan tempat atau bagian yang akan dipekerjakan atau lokasi
kerja bagi pihak kedua untuk bekerja. Dalam hal ini PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram menentukan
pekerjaan dan lokasi kerja bagi pihak pekerja.
Pihak pertama memberikan jadwal kerja.
Pemberian jadwal kerja ini diatur dalam peraturan perusahaan yang
mana PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram
menentukan jam/waktu kerja selama 8 jam sehari dan 40 jam
seminggu untuk 5 hari kerja seminggu dan bilamana diperlukan oleh
perusahaan pekerja bersedia melakukan kerja lembur dimana
perhitungannya disesuaikan dengan peraturan ketenagakerjaan yang
berlaku dan atau kebijakan perusahaan.
Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang
Ketenagakerjaan Pasal 81 poin 21 mengubah Pasal 77 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 sebagai berikut:
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1
(satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) minggu; atau
b) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh)
jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1
(satu) minggu.
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
(4) Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor
usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

e. Pihak pertama memberikan upah.

Upah harus diberikan dalam bentuk uang yang berlaku sebagai alat
pembayaran yang sah di Indonesia. Jika upah diberikan dalam mata
uang asing, pembayaran akan dilakukan berdasarkan kurs resmi dari
Bank Indonesia pada saat pembayaran upah. Upah dapat
dikelompokan berdasarkan komponen, yang terdiri dari upah pokok,
upah tetap dan tunjangan tidak tetap.menurut wawancara dengan
Bapak Sapta (HRD PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir)
Cabang Mataram), upah diberikan berdasarkan UMR. Berdasarkan
isi perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Lotte Shopping Indonesia
(Lotte Grosir) Cabang Mataram besar upah yang diberikan yaitu gaji
pokok sebesar Rp. 2.184.485,- perbulan yang pelaksanaanya
ditransfer melalui Bank.

Mengenai tentang besarnya upah dan cara pembayaran tersebut
tertuang dalam Pasal 3 surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Lotte

Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram sebagai berikut:*®

1. Selama bekerja di Perusahaan ini, PIHAK KEDUA akan
menerima upah yang dibayarkan tiap akhir bulan dan komponen
lainnya dengan perincian sebagai berikut:

a. Upah sebesar Rp. 2.184.485,- (gross)/bulan

b. Tunjangan Hari Raya (THR) akan diberikan dengan
besaran sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
Pemberian THR tidak diberikan dalam hal PIHAK
KEDUA diakhiri hubungan kerjanya sebelum 30 (tiga
puluh) hari raya keagamaan.

c. Kepesertaan dan pembayaran iuran program BPJS
Ketenagakerjaan meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja,
Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua (Premi 2%
ditanggung oleh PIHAK KEDUA), dan Jaminan Pensiun
(premi 1% ditanggung oleh PIHAK KEDUA)

d. Biaya lembur hanya akan dibayar untuk PIHAK KEDUA
level 1 dan 2 mengikuti ketentuan Peraturan Perusahaan
yang berlaku tentang lembur.

e. Kepesertaan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kecelakaan
diluar dari program BPJS Ketenagakerjaan untuk PIHAK
KEDUA yang besaran preminya ditanggung oleh PIHAK

%9 Data Primer Diolah
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PERTAMA, sebagaimana yang telah diatur dalam
Peraturan Perusahaan.

f. Jaminan Kesehatan untuk PIHAK KEDUA dengan
merujuk kepada program BPJS Kesehatan.

g. Fasilitas Makan di Kantin Perusahaan PIHAK PERTAMA
untuk setiap kehadiran bekerja PIHAK KEDUA.

h. Baju seragam operasional untuk penempatan di toko.

2. Cara pembayaran upah yang diberikan PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA akan ditransfer oleh PIHAK PERTAMA
kedalam rekening bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA
atas nama PIHAK KEDUA vyang akan ditransfer pada setiap
tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan.

Dari penjabaran Pasal 3 surat perjanjian kerja di perusahaan PT.
Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram terdapat beberapa
kejanggalan terkait ketentuan yang telah disebutkan pada huruf c, disana
menjelaskan mengenai kepesertaan dan pembayaran iuran program BPJS
Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh pihak kedua (karyawan), premi
sebesar 2% yang meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan

Kematian, Jaminan Hari Tua.

Hal tersebut menyalahi aturan yang sudah ditetapkan sesuai yang
sudah tertulis pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021
Pasal 71 mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja pada program ini
memberikan manfaat perlindungan risiko kecelakaan yang berhubungan
dengan pekerjaan, baik di tempat kerja, maupun kecelakaan menuju tempat
kerja iuran bagi penerima upah (karyawan) sebesar 0.24% - 1,74% dan yang

bukan penerima upah (perusahaan) sebesar 1% pada ketentuan iuran pada

%0 Kezia Rafinska, Rincian Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang Harus Disetor
Perusahaan, diakses pada 30 September 2021. https://www.online-pajak.com/tentang-
pph21/iuran-bpjs-ketenagakerjaan



https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/iuran-bpjs-ketenagakerjaan
https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/iuran-bpjs-ketenagakerjaan
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Pasal 3 huruf ¢ surat perjanjian kerja di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte
Grosir) Cabang Mataram tersebut menulis iuran untuk program Jaminan
Kecelakaan Kerja sebesar 2% yang ditanggung oleh penerima upah

(karyawan).

Pada program Jaminan Kematian yang memiliki pengertian sebagai
program yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada ahli waris ketika
peserta meninggal dunia yang bukan disebabkan karena kecelakaan kerja.
luran Jaminan Kematian bagi peserta penerima upah adalah sebesar 0,25%
dari upah sebulan dan seluruhnya dibayaran oleh pemberi kerja
(perusahaan). Namun pada Pasal 3 huruf c surat perjanjian kerja di PT. Lotte
Shopping (Lotte Grosir) Cabang Mataram tersebut menulis iuran untuk
program Jaminan Kematian sebesar 2% dan merupakan tanggungan pihak

kedua (karyawan).

Jadi penerapan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Lotte Shopping
Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram dapat dikatakan masih ada yang
kurang sejalan dengan ketentuan Peraturan Mentri Ketenagakerjaan yang
berlaku saat ini terkait dengan pembagian premi dalam iuran BPJS pada
Pasal 3 poin ¢ dalam surat perjanjian kerja, karena sedikit menyalahi
ketentuan aturan yang berlaku saat ini. Akan tetapi mengenai penerapan
perjanjian yang lain sudah sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja
Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan yang artinya sudah dilakukan dengan
baik, kesesuaian ini bisa kita lihat dalam isi perjanjian kerja waktu tertentu

dan tidak ada masa percobaan di perusahaan tersebut dan secara pengupahan
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serta cara pembayaran hal ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja
Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 poin 14 yang memperbaharui
Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian-uraian pembahasan diatas, maka peneliti dapat
mengambil kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan adalah
sebagaimana berikut:

1. Perlindungan hukum perjanjian kerja waktu tertentu terhadap para
pekerja di PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang
Mataram pada dasarnya dalam pelaksanaan sudah berjalan secara
optimal mulai dari kepersertaan BPJS, perlindungan upah, serta
perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan Kkerja. mengenai
kebutuhan alat kerja dan asuransi tambahan diluar BPJS juga
ditanggung oleh perusahaan, maka dari itu dapat dikatakan bahwa
PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram sudah
menerapkan perlindungan hukum bagi karyawannya sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang
Ketenagakerjaan. Dalam hal adanya perlindungan hukum dapat
menjamin keamanan para pekerja dan pihak perusahaan agar tidak
ada yang merasa dirugikan, serta pihak pertama (perusahaan) tidak
bersikap sewenang-wenang kepada para pekerja/karyawan.

2. Penerapan perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Lotte Shopping
Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram dengan pekerja adalah

perjanjian secara tertulis. Perjanjian kerja ini dibuat yang proses
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awalnya melalui sebuah perbincangan secara lisan dahulu antara
kedua belah pihak yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan
surat perjanjian kerja antara keduanya secara tertulis. Akan tetapi
pada penerapan perjanjian kerja waktu tertentu di PT. Lotte
Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram dapat dikatakan
masih ada yang kurang sejalan dengan Peraturan Mentri
Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini terkait dengan pembagian
premi dalam iuran BPJS pada Pasal 3 poin 1 huruf ¢ dalam surat
perjanjian kerja, karena sedikit menyalahi aturan yang berlaku saat
ini dan juga mengenai aturan kompensasi yang belum diperbaharui
dalam surat perjanjian kerja perusahaan tersebut. Untuk penerapan
perjanjian yang lain terkait dengan sistem kerja karyawan waktu
tertentu, hak dan kewajiban hingga sanksi bagi para pekerja jika
tidak taat tata tertib perusahaan, sudah sejalan dengan Undang-
Undang Cipta Kerja Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan yang
artinya sudah dilakukan dengan baik, kesesuaian ini bisa kita lihat
dalam isi perjanjian kerja waktu tertentu PT. Lotte Shopping
Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram yang mempunyai jangka
waktu kerja tidak lebih dari 5 tahun untuk pekerja waktu tertentu dan
tidak ada masa percobaan kerja.
B. Saran
1. Mengenai hal perlindungan hukum terhadap karyawan di PT. Lotte

Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang Mataram diharapkan
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untuk mempertahakan yang telah diberikan dan diharapkan mampu
memberikan tunjangan fasilitas yang lebih baik lagi dari
sebelumnya, sehingga karyawan lebih merasa aman dan nyaman
bekerja di perusahaan. Apabila terjadi permasalahan antara
perusahaan dengan pekerja harus secara cepat diselesaikan secara
,usyawarah mufakat agar produktivitas kerja selalu terjaga.

Mengenai ketentuan kompensasi didalam surat perjanjian kerja
waktu tertentu PT. Lotte Shopping Indonesia (Lotte Grosir) Cabang
Mataram agar diperbaharui dengan aturan yang berlaku saat ini
sesuai dengan Pasal 81 Poin 44 Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang
Cipta Kerja Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan sehingga ada bukti
bahwa kententuan tersebut berlaku secara sah didalam perusahaan.
Selanjutnya terkait pembagian premi iuran BPJS Ketenagakerjaan
harus segera diperbaiki agar selaras dengan Peraturan Mentri

Ketenagakerjaan yang berlaku dan tidak ada yang merasa dirugikan.
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